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BAB I
PENDAHULUAN

.1.  Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 
Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan daerah maka seluruh Pemerintah Daerah Wajib menyusun Laporan Keuangan Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas anggaran yang dikelola. DISBUNNAKKAN Kabupaten Tebo, merupakan salah satu organisasi Pemerintah Daerah yang termasuk dalam entitas akuntansi berkewajiban meyiapkan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan  
Kepala DISBUNNAKKAN kabupaten Tebo selaku pengguna anggaran bertugas menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang dan ekuitas. Penyelenggaraan akuntansi sebagai mana dimaksud di atas, merupakam pencatatan atas transaksi keuangan di lingkunganSKPD dan penyiapan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran yang dikelolanya. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan , dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran (TA) 2023 pada hakekatnya merupakan  perwujudan kewajiban Bupati Tebo kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, oleh karena itu penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perkebunan Peternakan dan Perikanan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Keuangan Daerah serta dapat bermanfaat untuk peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tebo.
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo selama satu tahun  pelaporan. Terdapat beberapa prinsip pokok yang disajikan dalam laporan keuangan ini, yaitu:
a. Menggambarkan informasi tentang pengelolaan keuangan daerah kepada pihak yang berkepentingan dalam hal ini masyarakat melalui DPRD.

b. Menyajikan perbandingan antara realisasi dan anggaran.

c. Menyajikan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada setengah  tahun anggaran.

Pemerintah Kabupaten Tebo mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan antara lain:
a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.
c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan tingkat ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
d. Keseimbangan Antargenerasi

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode pelaporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari:

a.  Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi  dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan dan mengambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya. Laporan realisasi Anggaran sekurang-kurangnya menyajikan unsur-unsur:
1. Pendapatan
2. Belanja
3. Transfer
4. Surplus/Defisit
5. Penerimaan Pembiayaan
6. Pembiayaan Neto
7. Sisa lebih/Kurang Pembiayaan anggaran
b. Laporan Operasional 

Laporan operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. 

c. Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir. 

d. Neraca 

Neraca mengambarkan posisi keuangan suatu entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.Aset diklasifikasikan dalam aset lancer dan non lancer.Neraca mencantumkan po-pos berikut ini:
1. Kas dan setara kas
2. Piutang pajak dan bukan pajak
3. Persediaan
4. Aset Tetap
5. Kewajiban
6. Ekuitas Dana
e. Catatan atas Laporan Keuangan 
Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya. Catatan atas laporan keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

1. Pendahuluan yang berisi maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan catatan atas laporan Keuangan.

2. Ikhtisar pencapapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.

3. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

4. Catatan atas laporan keuangan disajikam secara sitematis setiap pos dalam laporan realisasi anggaran, neraca,LO dan LPE
.2.  Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
Pelaporan keuangan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain:

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya yang mengatur Keuangan Negara;

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

c. Undang-Undang Nomor  1  Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

g. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 
l. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tebo; 
m. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
n. Peraturan Bupati Tebo Nomor 33 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo;
o. Peraturan Bupati Tebo Nomor 33A Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tebo.
.3.  Komponen Laporan Keuangan

Unsur laporan keuangan ini menggunakan format sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, yaitu sebagai berikut:
a. Neraca 

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan pada akhir periode mengenai Aset (kekayaan), Hutang (kewajiban) dan Ekuitas Dana dari suatu entitas. Unsur yang dicakup dalam Neraca terdiri atas Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana. 
Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

2) Kewajiban adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

3) Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara total Aktiva dengan total Kewajiban Pemerintah Daerah.

b. Laporan Realisasi Anggaran

Menyajikan informasi pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD pada akhir tahun anggaran yang menggambarkan perbandingan antara Anggaran Pendapatan, Belanja, Surplus/Defisit, dan Pembiayaan dengan realisasinya dalam periode satu tahun. 
c. Laporan Operasional 

Laporan operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut: 

a) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional; 
b) Beban dari kegiatan operasional;

c) Surplus/defisit dari kegiatan non operasional;

d) Pos luar biasa; dan

e) Surplus/defisit-LO

d. Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos:

a) Ekuitas awal;

b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;

c) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti: 

(1)  Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya; 

(2)
Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

d) 
Ekuitas akhir. 


e. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan, yang memuat penjelasan naratif maupun rincian dari angka yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca. Di samping itu juga mencakup informasi mengenai ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan hal-hal lainnya. Catatan atas Laporan Keuangan dibuat untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

.4.   Sistematika Penulisan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ditulis dengan merujuk pada ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 4 tentang Catatan atas Laporan Keuangan dan mengadopsi susunan Catatan atas Laporan Keuangan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. 
Struktur Catatan atas Laporan Keuangan ini disajikan dalam 5 Bab dengan sistematika sebagai berikut:


Bab I
Pendahuluan, memuat uraian dan penjelasan meliputi:
1.1 Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan.

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan.

1.3 Komponen Laporan Keuangan.

1.4 Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

1.5 Entitas
Bab II
Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan, memuat uraian dan penjelasan meliputi:

2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan 
2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab III
Penjelasan pos-pos laporan keuangan:

3.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan.

3.1.1 Pendapatan 

3.1.2 Beban
3.1.3 Belanja 
3.1.4 Aset
3.1.5 Kewajiban
3.1.6 Ekuitas Dana
3.1.7 Surplus/Defisit-LRA
3.1.8 Surplus/Defisit-LO 
3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemda. 
Bab VI
Penjelasasan atas informasi nonkeuangan, memuat uraian dan penjelasan meliputi:
4.1 Kedudukan dan bentuk hukum.
4.2 Organisasi pemerintahan daerah.
Bab V
Penutup.

.5. Entitas

Untuk Tahun Anggaran 2023, entitas dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tebo yang dicakup dalam Laporan Keuangan Dinas Perkebunan Peternakan dan Perikanan kabupaten Tebo meliputi Program dan kegiatan sebagai berikut :
1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Kegiatan: Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah/kabupaten kota

Sub Kegiatan:

1.Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

2.  Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.

Kegiatan: Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil

Sub Kegiatan;

1.Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya ikan kecil.
3. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Kegiatan; Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah sungai, danau,waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten kota.

Sub Kegiatan ;

1. Pengawasan usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota.
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Kegiatan; Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan;

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Kegiatan Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

Sub kegiatan; 

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapannya

2. .Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi.

Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah;

Sub Kegiatan;

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

5. Fasilitasi Kunjungan Tamu

6. Penyelenggaraaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan;
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
Sub Kegiatan;

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

5. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
Sub Kegiatan;

1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi.
2. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan/Tumbuhan dan mikroorganisme Kewenangan Kabupaten Kota.

Sub Kegiatan;

1. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman

2. Peningkatan Kualitas SDG Hewan /Tanaman

Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak.
Sub Kegiatan;

1.Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
6. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian


Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian


Sub Kegiatan;

1.Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya

2. Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana Kawasan dan Komoditas Perkebunan

7. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam daerah Kabupaten Kota.

Sub kegiatan:

1. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis

Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
Sub Kegiatan;
1. Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan.

8.   Program Perizinan Usaha Pertanian


Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten Kota

Sub kegiatan;

1. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian
BAB.II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan


Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 memberikan gambaran ekonomi makro Tahun 2023 dan pembiayaan pembangunan yang diperlukan. Gambaran ekonomi tersebut dicapai melalui berbagai prioritas pembangunan serta langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan pembangunan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Tahun 2023.
2.1.1 Kondisi Perekonomian
Penyusunan arah dan kebijakan umum APBD TA 2023 diarahkan sejalan dengan agenda pembangunan daerah dengan memperhatikan agenda pembangunan nasional, yaitu mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan pencapaian kerangka ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan nasional. Oleh karena itu penyusunan dan pelaksanaan APBD TA 2023 tetap mempertimbangkan indikator ekonomi dan sosial makro diantaranya bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Dalam publikasi BPS Kabupaten Tebo, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Tebo pada Tahun 2023 mencapai 5,32% (dengan migas) dan 6.52% (tanpa migas) berada peringkat keempat diantara sebelas kabupaten kota di Provinsi Jambi. Sektor dengan sumbangan terbesar atas pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo Tahun 2023 adalah subsektor perkebunan sebesar 56,81%, artinya dari total pertumbuhan Kabupaten Tebo sebesar 4,78% persen; 4,49 persen berasal dari sub sektor perkebunan dengan komoditas utama tanaman karet dan kelapa sawit. Sementara itu, Pendapatan Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku Kabupaten Tebo yaitu Rp.10.602.081,00 juta dan tanpa migas adalah sebesar Rp. 9.985.249,9 juta. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan yaitu Rp.8.699.159,4 juta dan tanpa migas adalah sebesar Rp. 7.964.501,1 juta.
Pertumbuhan ekonomi Tebo pada Tahun 2018 mencapai 5. %. Pertumbuhan tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya yaitu 5.29%. Pendapatan Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku Kabupaten Tebo tahun 2018 meningkat sebesar Rp. 11.634.168,68 juta, dan PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Tebo meningkat di tahun 2016 sebesar Rp. 8.941.340,57 juta.
Pertumbuhan ekonomi dan PDRB yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa secara makro tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Tebo Tahun 2023 lebih baik dibandingkan dari tahun sebelumnya.

a. Keuangan Daerah

Pada sisi keuangan daerah yang tercermin dalam APBD Kabupaten Tebo dijelaskan bahwa sumber pembiayaan pembangunan diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Penerimaan kontribusi terbesar adalah dari sektor Dana Perimbangan, hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tebo dalam membiayai administrasi pemerintahan maupun pembangunan masih sangat tergantung dari Pemerintah Pusat.
Secara umum realisasi belanja pada Dinas Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tebo Tahun 2023 hampir memenuhi target yang telah ditetapkan. Pada sisi Pendapatan pada Dinas Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tebo memperoleh  pendapatan yang berasal dari sumber Retribusi Daerah yaitu Retribusi Rumah Potong Hewan dan dari sumber Lain-lain pendapatan Asli Daerah Yang Sah yaitu dari penjualan Hasil Perkebunan, Penjualan Hasil Peternakan, Penjualan Hasil Perikanan dan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Kelompok Masyarakat. Realisasi Pendapatan pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 285.282.701atau 48,19 % dari target yang ditetapkan  sebesar Rp. 592.000.000
.
Kondisi di atas mengindikasikan bahwa kontribusi Penerimaan Daerah pada bidang perkebunan, peternakan dan perikanan yang terdiri dari Retribusi Jasa Usaha, Pendapatan hasil penjualan usaha daerah dan hasil pengelolaan dana bergulir kelompok masyarakat telah memberikan kontribusi yang baik.  
Dari sisi Belanja Daerah, pada Tahun 2023  yang terdiri dari belanja langsung dan tidak  langsung, dari total anggaran sebesar                         Rp 9.572.635.824 telah terealisasi sebesar  Rp 8.872.426.365 atau 92,69 %.    

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023, susunan APBD-P TA 2023 pada Dinas Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tebo  meliputi:
	1. Pendapatan
	:
	 Rp 285.282.701

	2. Belanja
	:
	 Rp 8.872.426.365

	     Surplus/(Defisit)
	:
	 Rp  8.587.143.664

	3. Pembiayaan
	
	

	    a. Penerimaan
	:
	

	    b. Pengeluaran
	:
	

	Pembiayaan netto
	
	


2. Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan daerah pada SKPD Dinas Perkebunan Peternakan dan Perikanan yang ditetapkan dalam APBD berasal dari Retribusi Daerah dan Lain–Lain Pendapatan yang Sah. Pos Retribusi Daerah bersumber dari Retribusi Jasa Usaha berupa Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) sedangkan dari pos lain –lain pendapatan yang sah tersebut  terdiri dari Penjualan hasil usaha daerah  yaitu Penjualan Hasil Perkebunan berupa penjualan kelapa sawit bersubsidi, Penjualan Hasil Peternakan berupa penjualan setoran ternak gaduhan, Penjualan Hasil Perikanan berupa penjualan dari UPT Balai Benih Ikan (BBI), sedangkan pendapatan yang sah lainnya yaitu pengembalian hasil pengelolaaan dana bergulir kelompok  masyarakat. Peningkatan target pendapatan dari tahun sebelumnya dapat dilihat dari tabel berikut :
Tabel II.1

Perbandingan Target Pendapatan

TA 2023 dan TA 2021
	URAIAN PENDAPATAN
	TAHUN ANGGARAN
	KETERANGAN

	
	2023
	2022
	NAIK/TURUN (Rp)
	%

	 
	 
	 
	 
	 

	PENDAPATAN ASLI DAERAH
	       592.000.000
	       285.282.701
	                                  306.717.299
	                 - 

	Pajak Daerah
	 
	 
	 
	 

	Retribusi Daerah
	30.000.000
	23.100.000
	6.900.000
	                 - 

	Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH)
	30.000.000
	23.100.000
	6.900.000
	                 - 

	Bagian Laba Usaha BUMD
	 
	 
	 
	 

	Lain-lain PAD yang Sah
	       562.000.000
	       262.182.701
	                                  299.817.299
	                 - 

	Hasil Penjualan Hewan
	90.000.000
	23.000.000
	67.000.000
	

	Hasil Penjualan Biota Perairan
	80.000.000
	16.000.000
	64.000.000
	

	Penjualan Hasil Tanaman
	       200.000.000
	       218.382.500
	                                   (18.382.500)
	                 - 

	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
	       192.000.000
	       4.800.201
	187.199.799
	                 - 

	 
	 
	 
	
	 

	PENDAPATAN TRANSFER
	 
	 
	 
	 

	Transfer Pemerintah Pusat/ Dana Perimbangan
	 
	 
	 
	 

	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
	 
	 
	 
	 

	Dana Alokasi Umum
	 
	 
	 
	 

	Dana Alokasi Khusus
	 
	 
	 
	 

	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
	 
	 
	 
	 

	Dana Otonomi Khusus
	 
	 
	 
	 

	Dana Penyesuaian
	 
	 
	 
	 

	Transfer Pemerintah Provinsi
	 
	 
	 
	 

	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	 
	 
	 
	 

	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
	 
	 
	 
	 

	TARGET PENDAPATAN
	       592.000.000
	       285.282.701
	                                  306.717.299
	                 - 


Pendapatan daerah yang berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah, masih sangat diperlukan untuk mendukung pembiayaan anggaran belanja dalam APBD  TA 2023, karena Pemerintahan Daerah masih tetap bergantung pada sumber penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat/Provinsi Jambi melalui Dana Perimbangan, dan Lain–Lain Pendapatan yang sah.  
Atas kondisi tersebut, upaya optimalisasi penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan daerah yang sah tetap terus ditingkatkan diantaranya melalui peningkatan target penjualan hasil perkebunan, peternakan dan perikanan serta upaya untuk menumbuhkan kesadaran para pelaku usaha (investor) yang bergerak di sektor tersebut untuk dapat berpartisipasi dalam peningkatan pembangunan Kabupaten Tebo melalui sumbangan pihak ketiga yang potensial tanpa menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang dapat berpengaruh negatif pada melemahnya kinerja keuangan dunia usaha. 

Upaya penciptaan iklim usaha yang sehat dan berdaya saing lebih dikedepankan guna mendorong dunia usaha agar dapat lebih berkembang, yang pada akhirnya dapat berpengaruh pada peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah

3. Belanja Daerah

Secara keseluruhan anggaran belanja dalam APBD-P Dinas Perkebunan Peternakan dan Perikanan TA 2023 sebesar Rp 8.872.426.365 mengalami Penurunan sebesar  (13,08%)  atau (Rp. 1.026.525.661) bila dibandingkan dengan anggaran belanja TA 2022, yaitu sebesar Rp 7.845.900.704
Berikut ini perbandingan anggaran Belanja Daerah dalam perubahan APBD Dinas Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tebo TA 2021 dan TA 2023 sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel II.2.
Tabel II.2
Perbandingan Anggaran Belanja

TA 2023 dan TA 2022
	URAIAN BELANJA
	TAHUN ANGGARAN
	KETERANGAN

	
	2023
	2022
	NAIK/TURUN (Rp)
	%

	BELANJA OPERASI
	8.595.741.165
	7.688.642.704
	907.098.461
	11,80

	Belanja Pegawai
	3.962.178.999
	4.633.562.166
	(95.663.603)
	(2,35)

	Belanja Barang dan Jasa
	3.770.927.990
	3.010.436.874,33
	1.002.762.064
	27,61

	Belanja Bunga
	 
	 
	
	

	Belanja Subsidi
	 
	 
	
	

	Belanja Hibah
	 
	 
	
	

	Belanja Bantuan Sosial
	 
	 
	
	

	Belanja Bantuan Keuangan
	 
	 
	
	

	Jumlah Belanja Operasi
	8.595.741.165
	7.688.642.704
	907.098.461
	11,80

	BELANJA MODAL
	                276.685.200
	                157.258.000
	119.427.200
	75.94

	BELANJA TAK TERDUGA
	 
	 
	
	

	TRANSFER/ BAGI HASIL
	 
	 
	
	

	JUMLAH BELANJA
	8.872.426.365
	7.845.900.704
	1.026.525.661
	13,08


Peningkatan anggaran pada Belanja Operasi sebesar 907.098.461 atau 11,80 %  terdiri dari belanja Pegawai mengalami Penurunan sebesar Rp. 95.663.603 atau sebesar 2,35% Peningkatan  pada Belanja Barang dan Jasa sebesar  1.002.762.064,-atau  27,61%, serta pada Belanja Modal juga mengalami kenaikan sebesar 119.427.200 atau 75,94% Penurunan belanja pegawai sebesar Rp. 95.663.603 dikarenakan di tahun anggaran 2023 terjadi Penurunan jumlah tunjangan penghasilan ASN (TPP), adanya beberapa pegawai Disbunnakan yang Pensiun, Meninggal Dunia dan penurunan jumlah honorarium kegiatan sedangkan Peningkatan pada belanja barang dan jasa sebesar 1.002.762.064 atau 27,61% dikarenakan ada penambahan di barjas, untuk belanja modal terjadi Kenaikan sebesar 119.427.200 atau 75,94 % hal ini terjadi karena pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Perkebunan Peternakan dan Perikanan tidak lagi mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik  dari Kementrian Pertanian.
Dalam rangka melaksanakan asas “Taat pada Peraturan Perundang-Undangan” Anggaran Belanja dalam APBD-P ditetapkan sebagai batas tertinggi pengeluaran untuk setiap jenis Belanja, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Pemeliharaan. Di samping itu, setiap pengeluaran daerah atas beban anggaran belanja dilaksanakan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang melandasinya.

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dana serta menghindari terjadinya penumpukan dana  yang menganggur (iddle cash) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, ditempuh kebijakan dengan menerapkan sistem UYHD (Uang yang Harus Dipertanggung Jawabkan). Selain itu sebagai pedoman dalam pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah yang telah ditetapkan beberapa perangkat peraturan perundangan baik yang mengatur secara khusus maupun bersifat umum.
3. Pembiayaan
Pada pos ini Angaraan pembiayaan pada Dinas Perkebunan Peternakan dan Perikanan tidak ada Anggaran Pembiayaaan
Tabel II.3
Perbandingan Pembiayaan

TA 2023 dan TA 2021
	URAIAN PEMBIAYAAN
	TAHUN ANGGARAN
	KETERANGAN

	
	2023(Rp)
	2022 (Rp)
	Naik /Turun (Rp)
	%

	Penerimaan Daerah
	 
	 
	 
	 

	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu
	0
	0
	 
	 

	Pengeluaran Daerah
	 
	 
	 
	 

	Penyertaan Modal
	 
	 
	 
	 

	Pembayaran Utang Pokok Yang Jatuh Tempo
	 
	 
	 
	 

	PEMBIAYAAN NETTO
	0
	0
	 
	 


2.1.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

APBD-P TA 2023 disusun dengan menerapkan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja, yakni mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang digunakan. Prinsip-Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja ini secara operasional dituangkan dalam bentuk Anggaran Belanja Langsung, yakni belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program/kegiatan yang direncanakan. Alokasi dana untuk membiayai program/kegiatan dimaksud ditampung dalam Anggaran Belanja Operasional dan Pemeliharaan serta Belanja Modal.

Dari sisi keuangan, pencapaian target  Peraturan Daerah tentang APBD-P meliputi tingkat pencapaian target pendapatan, tingkat penyerapan pagu belanja dan pembiayaan. Pencapaian target pendapatan dapat dilihat pada Tabel II.4 berikut ini:
Tabel II.4
Pencapaian Target  PendapatanTA 2023
	URAIAN PENDAPATAN
	ANGGARAN (Rp)
	REALISASI (Rp)
	%

	
	
	
	

	PENDAPATAN ASLI DAERAH
	                 592.000.000
	              285.282.701
	                 48,11 

	Pajak Daerah
	 
	 
	 

	Retribusi Daerah
	                    30.000.000 
	                 23.100.000
	                 77,00

	Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH)
	                    30.000.000 
	                 23.100.000
	                 77,00

	Bagian Laba Usaha BUMD
	 
	 
	 

	Lain-lain PAD yang Sah
	                 587.500.000 
	              171.110.000
	26,86

	Penjualan Hasil Hewan
	                 80.000.00
	              23.000.000
	               25.56

	Penjualan Hasil Biota Perairan
	                 90.000.000 
	                 16.000.000 
	                 20.00

	Penjualan Hasil Taman
	                 200.000.000 
	                 218.382.500
	                    109,19

	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Kelompok Masyarakat
	                 192.000.000
	4.800.201
	2,50                     

	PENDAPATAN TRANSFER
	 
	 
	 

	Transfer Pemerintah Pusat/ Dana Perimbangan
	 
	 
	 

	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
	 
	 
	 

	Dana Alokasi Umum
	 
	 
	 

	Dana Alokasi Khusus
	 
	 
	 

	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
	 
	 
	 

	Dana Otonomi Khusus
	 
	 
	 

	Dana Penyesuaian
	 
	 
	 

	Transfer Pemerintah Provinsi
	 
	 
	 

	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	 
	 
	 

	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
	 
	 
	 

	JUMLAH PENDAPATAN
	                 592.000.000
	              285.282.701
	                 48,11 


Berdasarkan tabel di atas, pencapaian target pendapatan menunjukkan angka 48,11  % dengan realisasi sebesar                                   Rp 285.282.701 dari target anggaran penerimaan pendapatan sebesar Rp 592.000.000. Realisasi pencapaian target tersebut bersumber pada Retribusi Daerah berupa retribusi RPH sebesar Rp 23.100.000,00 dan Lain-lain PAD Yang Sah yaitu dari penjualan hasil hewan sebesar Rp. 23.000.000, penjualan  hasil biota perairan sebesar Rp  16.000.000,00 penjualan hasil taman sebesar Rp.218.382.500,00 dan hasil pengelolaan dana bergulir kelompok masyarakat sejumlah Rp 4.800.201,-
Pada tabel tersebut terlihat bahwa ada sumber pendapatan dengan realisasi yang tidak mencapai target. Realisasi hasil pengelolaan dana bergulir kelompok masyarakat dikarenakan belum dapat dikembalikan seluruhnya oleh masyarakat karena proses program revitalisasi masih dalam tahap pembuatan sertipikat sehingga proses pinjaman revitalisasi belum dapat cair dan dananya belum bisa dikembalikan ke Pemerintah Kabupaten Tebo.  Rendahnya realisasi penjualan hasil perikanan diakibatkan oleh Balai Benih Ikan (BBI) yang memproduksi benih untuk dijual ke petani mengalami kebanjiran pada bulan Desember 2022, induk ikan yang ada di BBI mengalami kehilangan sehingga tidak dapat memproduksi benih ikan untuk dijual. Sementara itu realisasi penjualan hasil peternakan juga belum mencapai target dikarenakan ternak pemerintah yang digaduhkan kepada masyarakat telah banyak yang lunas/ disetorkan.

Dari sisi Belanja, secara keseluruhan realisasi  belanja pada kegiatan Tahun Anggaran 2023 dari pagu dana yang ditetapkan dalam APBD-P  dengan persentase penyerapan anggaran belanja sebesar 92,69 % sebagaimana Tabel II.5 berikut ini:
Tabel II.5
Penyerapan Pagu Belanja TA 2023
	URAIAN BELANJA
	ANGGARAN (Rp)
	REALISASI (Rp)
	%

	BELANJA OPERASI
	9.289.178.042
	8.595.741.165
	92,54

	Belanja Pegawai
	4.506.374.354
	3.962.178.999
	87,92

	Belanja Barang dan Jasa
	4.782.803.688
	4.633.562.166
	96,88

	Belanja Bunga
	
	
	

	Jumlah Belanja Operasi
	9.289.178.042
	8.595.741.165
	92,54

	BELANJA MODAL
	283.457.782
	276.685.200
	97,61

	BELANJA TAK TERDUGA
	
	
	

	JUMLAH BELANJA
	9.572.635.824
	8.872.426.365
	92,69


Realisasi dari belanja operasi mencapai Rp 8.595.741.165 atau 92,54% yang terdiri atas realisasi belanja pegawai sebesar Rp 3.962.178.999atau 87,92% dan realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp 8.595.741.165 atau 92,54%. Sementara realisasi belanja modal sebesar Rp 276.685.200 atau 97,61%.
Untuk pencapaian target Penerimaan Pembiayaan dan tingkat penyerapan Pengeluaran Pembiayaan TA 2022 sebagaimana Tabel II.6 berikut ini.
Tabel II.6
Pencapaian Target Penerimaan Pembiayaan dan

Tingkat Penyerapan Pengeluaran Pembiayaan TA 2023
	No
	URAIAN
	ANGGARAN (Rp)
	REALISASI (Rp)
	%

	1
	Penerimaan Daerah
	-
	-
	-

	
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu
	
	
	

	2
	Pengeluaran Daerah
	-
	-
	-

	
	Penyertaan Modal
	
	
	

	
	Pembayaran Pekerjaan Lanjutan
	
	
	

	
	Pengeluaran Piutang Dana 
Bergulir
	
	
	

	
	PEMBIAYAAN NETTO
	-
	-
	-


Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Nihil.
BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 
Untuk pencapaian target kinerja program/kegiatan berupa pelaporan kinerja disajikan tersendiri dalam dokumen “Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” (LAKIP) mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada dokumen LAKIP tersebut dilaporkan Aspek Akuntabilitas Kinerja, dimana esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai selama Tahun 2023, yang di dalamnya antara lain diuraikan strategi dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan/sasaran strategis, tingkat efisiensi suatu program melalui perbandingan output dengan inputnya, serta tingkat efektivitas suatu program melalui perbandingan outcome dengan targetnya.

3.1
Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan   keuangan 
3.1.1 Pendapatan 

Dari sektor pendapatan, pada tahun anggaran 2023 pada Dinas Perkebunan Peternakan dan Perikanan dianggarkan sebesar Rp 592.000.000 yang merupakan pendapatan dari pos Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang Syah. Perbandingan antara anggaran dan realisasi atas pendapatan dapat dilihat pada Tabel III.1 dibawah ini : 
Tabel  III.1
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Realisasinya TA 2023
	URAIAN PENDAPATAN
	ANGGARAN 2023 (Rp)
	REALISASI 2023 (Rp)
	%
	REALISASI 2021

	
	
	
	
	

	PENDAPATAN ASLI DAERAH
	592.000.000
	285.282.701
	48,19
	194.960.000

	Retribusi Daerah
	30.000.000
	23.100.000
	77,00
	23.850.000

	Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH)
	30.000.000
	23.100.000
	77,00
	23.850.000

	Lain-lain PAD yang Sah
	562.000.000
	262.182.701
	46,65
	171.110.000

	Penjualan Hasil Hewan
	90.000.000
	23.000.000
	25,56
	19.800.000

	Penjualan Hasil biota perairan
	80.000.000
	16.000.000
	20,00
	6.000.000

	Penjualan Hasil taman
	200.000.000
	218.382.500
	109,19
	0

	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Kelompok Masyarakat
	192.000.000
	4.800.201
	2,50
	0

	JUMLAH
	592.000.000
	285.282.701
	48,19
	194.960.000


Berdasarkan rincian diatas pendapatan asli daerah dari retribusi daerah berupa retribusi RPH dianggarkan Rp.30.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 23.100.000 atau 77,00%. Realisasi tahun 2023 menurun dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp.750.000. Selama tahun 2023 terdapat pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan (RPH) Muara Tebo dan Rimbo Bujang sebanyak 476 ekor dengan tarif pemotongan Rp.50.000,00/ekor. Belum tercapainya target dikarenakan masih banyak peternak yang belum melakukan pemotongan di RPH yang menyebabkan turunnya permintaan atau konsumsi daging di masyarakat.
Pendapatan dari penjualan hasil perkebunan berupa penjualan bibit kelapa sawit sangat efektif yaitu sebesar Rp 218.382.500 atau 109,19% dari target yang telah ditetapkan. Penjualan bibit kelapa sawit sebanyak 14.000 batang bibit kelapa sawit dengan harga persatuan Rp17.500,00. Penjualan hasil peternakan merupakan penjualan dari setoran ternak pemerintah yang digaduhkan kepada masyarakat/ kelompok tani. 
Realisasi penjualan hasil peternakan sebesar Rp 23.000.000,00 atau 25,56 % dari target yang telah ditetapkan. Selama tahun 2023 ternak yang telah ditarik setorannya berdasarkan perjanjian gaduhan ternak (redist) sebanyak 4 ekor dengan total berat hidup sebesar 396 kg dan harga jual Rp.50.000,00/kg berat hidup. Menurunnya pendapatan dari sektor ini dikarenakan semakin sedikitnya jumlah dari gaduhan ternak.

Penjualan hasil perikanan berasal dari penjualan benih ikan di BBI dan penjualan induk ikan yang telah diafkirkan/ tidak produktif sebanyak Rp.16.000.000,00 atau 20,00 % dari target yang telah ditetapkan. Benih ikan yang terjual sebanyak 39.525 ekor dengan harga yang bervariasi menurut jenis benih ikan dan ukuran benih dan induk ikan yang diafkirkan sebanyak 288 kg. Menurunnya realisasi dari tahun sebelumnya dikarenakan oleh adanya banjir yang melanda BBI pada bulan Juni 2017 mengakibatkan induk ikan di BBI hilang mengikuti aliran banjir sehingga tidak berproduksi. 
Sementara untuk hasil pengelolaan dana bergulir kelompok masyarakat yang dianggarkan sebesar Rp 192.000.000
,00 dapat terealisasi Rp. 4.800.201,00,- atau 2,50 %. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah tahun 2022 sebesar Rp.0,Naik sebesar (Rp 4.800.201,00,-). Masih rendahnya pendapatan dari sektor ini dikarenakan belum dapat dikembalikan seluruhnya oleh masyarakat karena proses program revitalisasi masih dalam tahap pembuatan sertifikat sehingga proses pinjaman revitalisasi belum dapat cair dan dananya belum bisa dikembalikan ke Pemerintah Kabupaten Tebo
Untuk melihat perkembangan target dan realisasi penerimaan PAD dari Tahun Anggaran 2009 sampai dengan 2023 secara jelas dapat dilihat pada Tabel III.2 berikut ini:
Tabel III.2
Perkembangan PAD dari TA 2009 sampai dengan 2023
	Tahun Anggaran
	Target (Rp)
	Realisasi (Rp)

	
	
	

	2009
	           900.000.000,00 
	       1.134.751.511,00 

	2010
	       1.000.000.000,00 
	           964.452.308,00 

	2011
	           200.000.000,00 
	           710.650.697,00 

	2012
	       1.091.500.000,00 
	           844.324.810,00 

	2013
	           442.672.733,00 
	           609.673.226,00 

	2014
	           547.672.733,00 
	           846.806.403,00 

	2015
	           360.182.733,00 
	             28.666.000,00 

	2016
	           447.941.733,00 
	             93.871.000,00 

	2017
	           612.500.000,00 
	           217.772.000,00 

	2018
	           612.500.000,00 
	           236.990.000,00 

	2019
	      610.000.000,00
	287.380.000,00

	2020
	           617.500.000,00 
	           276.000.000,00 

	2021
	           615.000.000,00 
	           302.824.000,00

	2022
	           667.000.000,00
	           194.960.000,00

	2023
	592.000.000
	285.282.701


Dari tabel tersebut menunjukan adanya fluktuasi target dan realisasi pendapatan pada Dinas Perkebunan Peternakan dan Perikanan. Hal ini dikarenakan bahwa penetapan target penerimaan belum didasarkan pada potensi penerimaan yang dapat dicapai dari masing-masing sektor pendapatan. Sementara itu realisasi yang tinggi didapatkan dari ketersediaan penjualan hasil perkebunan yaitu berupa bibit karet dan bibit kelapa sawit.
3.1.2 Beban 



Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. 

Beban diklasiikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan pada jenis beban. Klasifikasi ekonomi terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, bantuan keuangan, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga. 

Selama tahun anggaran 2023 beban Dinas Perkebunan Peternakan dan Perikanan adalah sebesar Rp 8.471.256.000. Anggaran dan realisasi atas beban pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel III.3 berikut : 

Tabel III.3
Ringkasan Beban Tahun Anggaran 2023
	No
	Uraian
	Jumlah

	
	
	

	 
	 Beban 
	 

	 
	 Beban Operasi 
	 

	1
	 Beban Pegawai 
	          3.962.178.999


	2
	 Beban Barang dan Jasa 
	          4.633.562.166

	3
	 Beban Bunga 
	                                                      - 

	4
	 Beban Subsidi 
	                                                      - 

	5
	 Beban Hibah 
	-

	6
	 Beban Bantuan Sosial 
	                                                      - 

	7
	 Beban Penyusutan dan Amortasi 
	              630.797.470


	8
	 Beban Penyisihan Piutang 
	                                                      - 

	9
	 Beban Lain-lain 
	-                                

	 
	 Jumlah Beban Operasi 
	        8.471.256.000




Beban Pegawai 

Beban pegawai Dinas Perkebunan Peternakan dan Perikanan pada tahun 2023  adalah sebesar Rp 3.962.178.999. Beban pegawai ini terdiri dari beban pegawai tidak langsung, berupa gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif. Rincian atas beban pegawai dapat dilihat pada tabel III.4 dibawah ini :
Tabel III.4
Rincian Beban Pegawai Tahun Anggaran 2023
	I
	 Beban Pegawai Tidak Langsung 
	 

	1
	 Gaji Pokok PNS 
	1.981.333.700

	2
	 Tunjangan Keluarga 
	217.298.722

	3
	 Tunjangan Jabatan 
	257.390.000

	4
	Tunjangan Fungsional
	39.340.000

	5
	 Tunjangan Umum 
	18.050.000

	6
	 Tunjangan Beras 
	119.710.260

	7
	 Tunjangan PPH 
	8.717.500

	8
	 Pembulatan Gaji 
	30.994

	9
	 Iuran Asuransi Kesehatan 
	121.867.945

	10
	Iuran JKK
	4.079.778

	11
	Iuran JKM
	12.239.379

	12
	 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif 
	1.182.120.721

	 
	 Jumlah Beban Pegawai Tidak Langsung 
	3.962.178.999


1. Beban Barang dan Jasa 

Beban barang dan jasa Dinas Perkebunan Peternakan dan Perikanan pada tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp 4.633.562.166. Dalam beban barang dan jasa tahun anggaran 2023 ini sudah termasuk didalamnya beban persediaan sebesar Rp. 601.358.490,00 (laporan persediaan terlampir); beban dibayar dimuka sebesar Rp 7.280.991,00 (laporan beban pajak kendaraan terlampir)
2. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan untuk tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 630.797.470 dan apabila dibandingkan dengan penyusutan untuk tahun 2022 sebesar Rp. 678.396.422 mengalami penurunan sebesar (Rp. 47.598.952) atau 7,02%. Rincian dari beban penyusutan dapat dilihat pada Tabel III.5 dibawah ini : 
Tabel III.5
Rincian atas Realisasi Beban Penyusutan Aktiva Tetap

	No
	Uraian
	 Realisasi 2023
	 Realisasi 2022
	Kenaikan/
	%

	
	
	
	
	(Penurunan)
	

	 
	Beban Penyusutan
	 
	 
	 
	 

	1
	Peralatan dan Mesin
	156.657.764
	204.256.716
	(47.598.952)
	(23,30)

	2
	Gedung dan Bangunan
	443.833.111
	443.833.111
	
	

	3
	Jalan, Irigasi dan Jaringan
	30.306.594
	30.306.594
	
	

	4
	Aset Tetap Lainnya
	
	
	 
	 

	 
	Jumlah
	630.797.470
	678.396.422
	(47.598.952)
	(7,02)


2.1.3 Belanja 

Belanja pada Dinas Perkebunan Peternakan dan Perikanan untuk tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 9.572.635.824
 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 8.872.426.365 atau 92,69 %. Belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.  Untuk belanja pegawai tidak langsung direalisasikan sebesar Rp 3.962.178.999 dari anggaran Rp 4.506.374.354 atau 87,92 %. Realisasi ini menyisakan anggaran  yaitu sebesar Rp 544.195.355,00. 
3.1.4 
Aset            
Aset Dinas Perkebunan Peternakan dan Perikanan untuk tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 25.345.659.435 dengan rincian sebagai berikut: 
a. Aset Lancar                                                  Rp. 608.639.481
Aset Lancar sebesar Rp. 608.639.481 adalah saldo per 31 Desember 2023 yang terdiri dari:
Tabel III.7
Rincian Aset Lancar Tahun Anggaran 2023
	No
	Uraian
	Per 31 Desember 2023
	Per 31 Desember 2022

	
	
	(Rp)
	(Rp)

	1
	Kas di Kas Daerah
	 
	 

	2
	Kas Di Bendahara Pengeluaran
	 
	 

	3
	Kas Di Bendahara Penerimaan
	 
	 

	4
	Investasi Jangka Pendek
	 
	 

	5
	Piutang Pajak
	 
	 

	6
	Piutang Retribusi
	 
	 

	7
	Piutang Lainnya
	 
	 

	8
	Beban Dibayar Dimuka
	7.280.991
	5.573.750

	9
	Persediaan
	601.358.490
	528.851.467

	 
	Jumlah
	608.639.481
	534.425.217


1) Kas Di Bendahara Pengeluaran                               Rp. Nihil

Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. Nihil, karena saldo kas dan pajak telah disetorkan ke Kas Umum Daerah.
2) Kas di Bendahara Penerimaan                            Rp. Nihil
Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang bersumber dari pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga sub sektor perkebunan dan penjualan hasil usaha daerah. 

Besar saldo kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2021 adalah Nihil, karena penerimaan pada bendahara penerimaan telah disetorkan ke kas daerah.
3) Piutang Retribusi                                                  Rp. Nihil

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 
4) Beban dibayar dimuka 



Rp 7.280.991
Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp 7.280.991,-merupakan beban pajak kendaraan bermotor tahun 2023  
5) Persediaan                                                Rp 601.358.490,-
Nilai persediaan per 31 Desember 2023 sebesar                    Rp 601.358.490,- (berita acara stock opname terlampir) dengan perincian sebagai berikut :

	1
	Bahan Kimia
	Rp. 27.796.400,-

	2
	Bahan/Bibit Tanaman
	Rp. 97.826.400.-

	3
	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan
	Rp. 108.892.000,-

	4
	Suku Cadang Alat Kedokteran
	Rp. 25.141.500,-

	5
	Alat Tulis Kantor
	Rp. 900.300
,-

	6
	Kertas dan Cover
	Rp. 1.420.000,-

	7
	Benda Pos
	Rp. 200.000,-

	8
	Bahan Komputer
	Rp. 722.200,-

	10
	Perabot Kantor
	Rp. 1.316.700,-

	11

12 

13

14
	Alat Listrik

Obat

Obat-obatan Lainnya
Pakan

	Rp. 2.108.300,-
Rp. 133.255.500,-
Rp. 187.445.190,-
Rp. 14.334.000,-




b. Aset Tetap                                         Rp. 22.989.778.734


Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 senilai                              Rp. 22.989.778.734 menurun sebanyak Rp. 1.794.673.630 atau 8,47 % dari periode sebelumnya Rp. 21.195.105.104. Aset tetap tersebut terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan bangunan, jaringan air dan aset tetap lainnya. Peningkatan nilai aset tetap dikarenakan mampu merealisasikan anggaran belanja modal tersebut. Adapun belanja modal dibawah nilai kapitulasi sebesar Rp.0.
c. Aset Lainnya                                              Rp. 1.747.241.220
Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dilaporkan Rp. 1.747.241.220 yang merupakan aset dengan kondisi rusak berat dan barang dibawah kapitalisasi.
3.1.5 Kewajiban 




    Rp.
Kewajiban tahun 2023 pada Dinas Perkebunan Peternakan dan Perikanan sebesar Rp-.
3.1.6 Ekuitas 




  Rp. 25.345.659.435
Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Perkebunan Peternakan dan Perikanan adalah sebesar Rp. 25.345.659.435. yang terdiri dari ekuitas awal Rp. 23.813.942.393 ditambah dengan surplus/defisit dari laporan operasional sebesar (Rp. 8.816.770.769). Terdapat dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar berupa selisih revaluasi aset tetap dan koreksi ekuitas lainnya. Untuk lebih rincinya ekuitas akhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
Tabel III.11
Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2023
	No
	Uraian
	Jumlah

	1
	Ekuitas Awal
	Rp. 25.575.286.541

	2
	Surplus/ Defisit (LO)
	           (8.816.770.769)


	3
	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar
	

	 
	-
	Koreksi Persediaan
	

	 
	-
	Selisih Revaluasi Aset Tetap


	

	 
	-
	Koreksi Ekuitas Lainnya
	

	4
	Ekuitas Akhir
	25.345.659.435



BAB IV
INFORMASI NON KEUANGAN

4.1  Kedudukan dan Bentuk Hukum Entitas
Kabupaten Tebo di bentuk berdasarkan Undang-Undang 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,                                                                       Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Secara geografis, Kabupaten Tebo berada di antara koordinat 00 derajat 52’32’’-010 54’50’’ Lintang Selatan dan antara 1010 48’57’’-1010 49’17’’ Bujur Timur. Di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu (Propinsi Riau) dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tabir (kabupaten Merangin), di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tungkal Ulu (Kabupaten Tanjabbar) dan Kecamatan Maro Sebo Ulu (Kabupaten Batanghari), sedangkan di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Jujuhan, Tanah Sepenggal (Kabupaten Bungo) dan Kabupaten Damasraya (Propinsi Sumatra Barat).
Wilayah administratif Kabupaten Tebo seluas terbagi menjadi 12 Kecamatan sebagai berikut:
1) Kecamatan Tebo Tengah;
2) Kecamatan Tebo Ilir;
3) Kecamatan Tebo Ulu;
4) Kecamatan Rimbo Bujang;
5) Kecamatan Sumay;
6) Kecamatan VII Koto;
7) Kecamatan Tengah Ilir;
8) Kecamatan Rimbo Ilir;
9) Kecamatan Rimbo Ulu;
10) Kecamatan VII Koto Ilir;
11) Kecamatan Serai Serumpun; dan
12) Kecamatan Muara Tabir.
Pembangunan sektor perkebunan, peternakan dan perikanan di Kabupaten Tebo adalah salah satu program dari Pemerintah Kabupaten Tebo dengan pertimbangan kondisi nyata saat ini Kabupaten Tebo memiliki areal yang luas untuk pengembangan sektor tersebut dan masyarakat Kabupaten Tebo pada umumnya adalah Petani sehingga dalam prioritas kebijakan pembangunan Kabupaten Tebo adalah meningkatkan kesejahteraan petani. Dari keseluruhan wilayah di kabupaten Tebo merupakan potensi untuk pengembangan Komoditi Perkebunan terutama Kelapa Sawit dan Karet, dimana komoditi tersebut sampai saat ini  masih menjadi tumpuan perekonomian masyarakat di Kabupaten Tebo dan menjadi motor penggerak perekonomian kabupaten Tebo pada Khususnya dan Provinsi Jambi pada umumnya. Sementara itu pengembangan integritas ternak dan perikanan terhadap tanaman perkebunan terus digalakkan dengan komoditi ternak unggulan adalah sapi bali, sedangkan komoditi perikanan unggulan adalah lele dan nila.
Besarnya tantangan sebagai konsekuen dari adanya era reformasi dan peningkatan persaingan di era glonalisasi serta tuntutan masyarakat akan pelayanan prima, ditambah kurangnya sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan mendorong Dinas Perkebunan Peternakan dan Perikanan kabupaten Tebo mempersiapkan diri dan berupaya mencari terobosan dan alternatif baru, untuk bisa tetap eksis dan unggul dalam satu tahapan yang konsisten, konsekuen dan kontinuitas, maka Dinas Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tebo harus meningkatkan kinerja yang berorientasi pada pencapaian output dan benefit yang dituangkan dalam Visi.  Dengan pertimbangan tersebut maka Dinas Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tebo mempunyai Visi yaitu “Menjadikan Kabupaten Tebo Sebagai Penghasil Karet dan Kelapa Sawit Unggulan Di Provinsi Jambi Serta Mewujudkan Masyarakat Tebo Yang Sejahtera Dan Berkecukupan Protein Hewani”. Berkaitan dengan Visi tersebut maka Dinas Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tebo menyusun misi untuk mengenali tugas dan pokok  fungsi organisasi serta mengetahui peran dan program-programnya. Misi Dinas Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tebo adalah :

1. Meningkatkan ketersediaan dan penggunaan bibit unggul komoditi perkebunan serta pengawasan peredarannya.
2. Meningkatkan penguasaan dan penggunaan tenologi budidaya dan teknologi sistem jaringan informasi pasar.
3. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha perkebunan dengan berorientasi agribisnis melalui percepatan pembangunan/ peremajaan komoditi karet maupun kelapa sawit.
4. Meningkatkan infrastruktur transportasi di areal perkebunan rakyat terutama di daerah sentra produksi
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik aparat maupun masyarakat perkebunan melalui peningkatan pendidikan pelatihan, keahlian dan keterampilan.
6. Meningkatkan sistem pegolahan dan pemasaran hasil perkebunan
7. Meningkatkan pengembangan industri hilir, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha perkebunan
8. Menciptakan usaha perikanan dan peternakan yang berskala ekonomis dan berdaya saing serta berkelanjutan untuk meningkatkan pendapatan pelaku usaha perikanan dan peternakan serta kesejahteraan masyarakat
9. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan peternakan untuk peningkatan produksi dan produktitas komoditi perikanan dan peternakan
10. Menyediakan dan menjamin peredaran produk hewani asal ternak yang cukup baik kuantitas maupun kualitas
11. Mengembangkan padang pengembalaan bagi ternak sehingga dapat menjadi contoh pola pengembangan usaha peternakan yang instensif
12. Memfasilitasi kemudahan akses modal bagi pelaku usaha perikanan dan peternakan serta mendorong peran serta pihak swasta dalam pembangunan usaha perikanan dan peternakan.
Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi tersebut, secara fungsional Dinas Perkebunan Peternakan dan Perikanan dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Perkebunan.  Adapun program dan kegiatan  yang diharapkan menunjang visi dan misi Dinas Perkebunan Peternakan dan Perikanan adalah sebagai berikut : 
Kegiatan utama yang telah dilaksanakan pada Dinas Perkebunan Peternakan dan Perikanan dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut :
1. Penyusunan Statistik Perkebunan 
Kegiatan ini meliputi penyusunan data statistik  perkebunan serta pelatihan petugas statistik, dengan melibatkan petugas lapangan untuk melakukan pendataan di tingkat desa maupun kecamatan terhadap data-data perkebunan, baik data komoditi maupun data produksi. Data dari petugas akan di himpun dan di validasi sehingga akan menghasilkan kumpulan data perkebunan yang akan disajikan dalam bentuk buku statistik perkebunan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan sektor perkebunan. Pelaksanaan pendataan statistik serta penyajiannya dalam bentuk buku statistik perkebunan telah dapat direalisasikan 100%. 
2. Fasilitasi dan kordinasi Kerjasama di Bidang Perkebunan

Kegiatan ini memfasilitasi kerjasama dibidang perkebunan antara pihak investor dengan masyarakat petani pekebun serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaku usaha sehingga dapat tercipta iklim investasi yang kondusif baik terhadap pelaku usaha/investor maupun bagi masyarakat. 

Dinas Perkebunan Peternakan dan Perikanan sebagai fasilitator/jembatan antara pihak investor/perusahaan dengan petani dalam menangani permasalahan-permasalahan yang timbul akibat adanya kerjasama tersebut,  dan sampai saat ini Dinas Perkebunan telah dapat menjalankan fungsi tersebut dengan baik. Dengan adanya kerjasama antara Investor dan petani dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap perkembangan masyarakat di Kabupaten Tebo pada khususnya, karena dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Kegiatan fasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang perkebunan juga melaksanakan penilaian usaha perkebunan pada perusahaan perkebunan di Kabupaten Tebo ,dalam kegiatan ini mengadakan kegiatan sosialisasi STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya) kegiatan ini berupa pendataan jumlah petani yang ada di kabupaten Tebo, pendataan ini berguna ketika petani mendapatakan bantuan dari pemerintah. 
. 
3. Pengembangan Perbenihan/Perbibitan
Kegiatan ini merupakan kegiatan pembinaan terhadap kelompok penangkar bibit karet yang ada di Kabupaten Tebo serta kegiatan pemeliharaan kebun entres milik Dinas Perkebunan Peternakan dan Perikanan.  Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk menyediakan sumber mata entres dalam rangka okulasi bibit karet sehingga dapat mensuplai kebutuhan mata entres terhadap para penangkar untuk memproduksi bibit karet yang bermutu baik maupun kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan bibit karet unggul di Kabupaten Tebo pada khususnya dan provinsi Jambi pada umumnya. 
Kegiatan pemeliharaan kebun entres juga menjadi sumber pendapatan bagi PAD Kabupaten Tebo melalui penjualan mata entres karet kepada masyarakat dan penangkar.

4. Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Perkebunan
         Kegiatan ini dilakukan untuk membantu petani pekebun dalam mengembangkan ataupun meremajakan tanaman karet. Kegiatan tersebut meliputi pembinaan petani serta monitoring, sosialisasi, verifikasi/CPCL ke lapangan terhadap proposal petani yang mengajukan bantuan dengan bantuan petugas lapangan kemudian menetapkan petani calon penerima bantuan bibit karet.
Kegiatan ini merupakan kegiatan bantuan peremajaan kebun karet rakyat yang berasal dari dana APBD  Provinsi Jambi, APBN serta APBD Kabupaten. 
5. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan

Kegiatan ini bertujuan untuk memonitoring serta melakukan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas Perkebunan Peternakan dan Perikanan serta melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada Kepala Dinas Perkebunan Peternakan dan Perikanan. Pelaksanaan monitoring kegiatan telah dapat dilaksanakan.
6. Promosi Atas Hasil Produksi Perkebunan Unggul Daerah

Kegiatan ini berupa pameran pembangunan, baik kegiatan yang berada di Kabupaten Tebo maupun kegiatan yang berada di luar Kabupaten Tebo, yang bertujuan mempromosikan produk perkebunan unggulan daerah. Pelaksanaan pameran yang dilaksanakan adalah pameran pembangunan daerah yang berlokasi  di lapangan Merdeka Muara Tebo dam untuk kegiatan yang berlokasi di luar Kabupaten Tebo, yaitu acara HKP di Propinsi Jambi serta Hari Perkebunan di Kabupaten Tebo, namun untuk tahun ini kegiatan promosi produk perkebunan tidak dapat dilakukan karena adanya recofusing anggaran disebabkan pandemic covid 19 sehingga kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang ditiadakan.
7. Penyuluhan Pemasaran produksi Perkebunan Guna menghindari Tengkulak dan sistem Ijon.
Pada kegiatan ini melakukan pembinaan kepada pelaku usaha di bidang komoditi perkebunan terutama karet.  Pembinaan dilakukan dengan monitoring kegiatan pasar lelang karet. disamping melakukan pembinaan, juga dilaksanakan sosialisasi teknis pengolahan dan pemasaran hasil.
8. Penyuluhan Peningkatan Produksi perkebunan / Pertanian

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan wawasan petani dalam perlindungan tanaman perkebunan. Kegiatan ini meliputi pembinaan petani karet serta melakukan pelatihan kepada petani karet  tentang pengendalian jamur akar putih melalui pengendalian hayati yaitu dengan aplikasi trichoderma, tahun 2021, kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan dikarenakan adanya recofusing anggaran.
9.  Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan
Kegiatan pengembangan bibit unggul perkebunan merupakan kegiatan pembangunan pembibitan kelapa sawit siap salur, yang diharapkan mampu  menyediakan ketersediaaan sebagian kebutuhan masyarakat akan bibit kelapa sawit unggul, sehingga petani mendapatkan jaminan bibit unggul yang dapat meningkatkan produksi dan produktifitas tanaman demi mendorong perekonomian masyarakat  Tebo menjadi petani yang maju, mampu dan berkualitas agar dapat mensejahterakan petani itu sendiri dan berdampak secara luas pada perekonomian nasional.
Pada Tahun 2021 pelaksanaan pengadaan kecambah sebagai bahan dalam pembibitan kelapa sawit dapat dilaksanakan dengan baik dmana pada tahun 2021 bibit yang telah terjual sebanyak 12.100 batang dengan harga perbatang sebesar Rp.17.500. 

10.  Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

Kegiatan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak merupakan kegiatan penanggulangan penyakit zoonosis. Kegiatan ini meliputi vaksinasi AI/ND ternak, reaksi cepat penyakit rabies dan SE, pengambilan dan pemeriksaan sampel ternak serta pengobatan terhadap ternak yang mengalami penyakit dengan memberdayakan medik dan paramedik veteriner di Kabupaten Tebo. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memenuhi stok obat-obatan ternak yang diperlukan oleh petugas dan puskeswan serta pemanfaatan laboratorium peternakan Dinas Perkebunan Peternakan dan Perikanan.

11. Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas ternak baik ternak yang masuk ataupun keluar dari Kabupaten Tebo. Selain itu, kegiatan pengawasan perdagangan ternak ini meliputi operasi pasar daging untuk mengantisipasi melonjaknya harga daging pada hari raya idul fitri dan idul adha.

12. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak

Kegiatan sarana dan prasarana pembibitan ternak dimaksudkan untuk melengkapi fasilitas serta operasional dari UPT Pakan dan Pembibitan Ternak yang berlokasi di Desa Napal Putih Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo. kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kelahiran ternak melalui penerapan teknologi pembibitan ternak seperti Inseminasi Buatan (IB), serta mengembangkan padang pengembalaan dan kebun hijauan makanan ternak (HMT).
13. Pengembangan Agribisnis Peternakan

Kegiatan pengembangan agribisnis peternakan  merupakan kegiatan dalam rangka membangun sektro agribisnis peternakan yang mengarah pada peningkatan usaha penyebaran dan pengembangan ternak dan bantuan kepada masyarakat berupa sarana dan prasarana ternak serta memberikan pelatihan kepada petugas dan kelompok tani untuk meningkatkan produksi ternak dan pemanfaatan limbah ternak seperti pembuatan biogas dan pupuk organik. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemantauan ternak bantuan pemerintah kepada petani ternak dan mengusahakan pemerataan kepemilikan ternak serta mengoptimalkan kerja sama kemitraan petani ternak dengan pihak swasta.

Kegiatan agribisnis peternakan juga menghasilkan PAD berupa penjualan hasil peternakan dari redist ternak pemerintah yang digaduhkan kepada masyarakat.

14. Pelayanan dan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Kegiatan pelayanan dan penyuluhan kesehatan masyarakat veteriner bertujuan untuk mengoptimalkan usaha pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan melalui vaksinasi dan sanitasi lingkungan serta meningkatkan pengawasan terhadap peredaran produk pangan asal hewan. Pengawasan ini dilakukan dengan cara melakukan pengambilan sampel produk pangan yang bersumber dari hewan untuk dilakukan uji labor berupa tes boraks, formalin, uji bingkai dan kemurnian daging serta pemberian label sehat.
15. Pengembangan Bibit Ikan Unggul

Kegiatan pengembangan bibit ikan unggul diarahkan untuk kebijakan pembangunan perikanan. Arah kebijakan pembangunan perikanan tersebut antara lain meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber air dan perairan umum untuk budidaya perikanan, pembinaan dan pelatihan usaha budidaya perikanan, fasilitasi dan operasional Balai Benih Ikan (BBI) guna menghasilkan PAD berupa Penjualan hasil perikanan, serta melaksanakan kampanye Gemarikan dan jambore forikan. Kegiatan ini juga dilakukan penilaian lomba bagi pembudidaya ikan serta perlombaan masak serba ikan tingkat kabupaten.
16. Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Kegiatan ini merupakan pendampingan terhadap nelayan tangkap yang ada di Kabupaten Tebo untuk meningkatkan produksi tangkap di perairan umum dengan memperhatikan aspek pelestarian lingkungan. Kegiatan ini berupa sosialisasi penggunaan alat tangkap ramah lingkungan perairan serta bantuan sarana dan prasarana tangkap. Pada tahun ini bantuan kepada nelayan yang diberikan berupa bantuan 15 buah perahu papan untuk kelompok usaha bersama di kabupaten tebo.
17. Pengembangan Prasarana Penyuluhan Kelautan Perikanan (DAK)

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bersumber dari anggaran pusat atau dari kementrian perikanan, tujuan diadakannya kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bantuan pada petani perikanan yang ada dikabupaten Tebo.

4.2 Organisasi Pemerintahan Daerah  

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana di maksud  dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Adapun Pemerintah Daerah meliputi Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Pemerintahan Daerah, yakni Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja. Perangkat Daerah tersebut di bentuk dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah yang mengatur struktur Organisasi Pemerintah Daerah. Tugas pokok dan fungsi  Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tersebut sesuai kewenangan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Secara kelembagaan, Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Peternakan dan Perikanan pada tahun Anggaran 2019, meliputi, 1 Kepala Dinas, 1 Sekretaris, dan 4 Bidang diantaranya meliputi: Bidang Bina Usaha, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan. Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tebo, ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Tebo Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tebo dengan susunan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat, membawahi :

a. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi

b. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset

3. Bidang Perkebunan, membawahi :

a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan

b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Lahan dan Produksi

c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil

4. Bidang Peternakan dan Keswan, membawahi :

a. Seksi Perbibitan dan Produksi

b. Seksi Kesehatan Hewan

c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

5. Bidang Perikanan, membawahi :

a. Seksi Perikanan Budidaya

b. Seksi Perikanan Tangkap

c. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

6. Bidang Bina Usaha, membawahi :

a. Seksi Pengendalian, Pengawasan Usaha dan Investasi

b. Seksi Prasarana dan Sarana

c. Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

BAB V
PENUTUP
Berdasarkan penjelasan dan rincian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan penting bahwa: 

Pada Laporan Realisasi Anggaran dari target pendapatan yang ditetapkan Tahun 2023 sebesar Rp. 592.000.000 telah dapat direalisasikan sebesar Rp. 285.282.701 atau 48,19 % kurang dari target yang telah ditetapkan. Pada sisi Belanja dianggarkan sebesar Rp 9.572.635.824  dapat direalisasikan sebesar Rp 8.872.426.365 atau  terealisasi sebesar  92,69 %.  
Laporan Operasional untuk tahun anggaran 2023 ini pada sisi pendapatan sebesar Rp. 285.282.701
,- dan pada sisi beban sebesar Rp. 9.102.053.470 sehingga terdapat defisit-LO sebesar (Rp. 8.816.770.769). Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2023 menghasilkan ekuitas akhir sebesar Rp 25.345.659.435. Neraca yang menggambarkan posisi aset Dinas Perkebunan Peternakan dan Perikanan menunjukkan aset dan ekuitas sebesar Rp. 25.345.659.435

Laporan Keuangan tersebut merupakan tekad kami dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Dari informasi tersebut terlihat dengan jelas kinerja keuangan Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tebo, sehingga dapat digunakan oleh para stakeholders dan terbuka untuk diketahui oleh para pengguna laporan ini.

Sebagai Kabupaten pemekaran, dalam pengelolaan keuangan pemerintah di daerah, khususnya Dinas Perkebunan Peternakan dan Perikanan, kendala pokok yang dihadapi dalam penyusunan  laporan adalah lemahnya SDM pegawai terutama untuk spesifikasi Akuntansi baik kualitas maupun kuantitas. Disamping itu minimnya perangkat penunjang dalam operasional Manajemen Keuangan Daerah, namun demikian berbagai kebijakan yang kami tempuh telah dapat memperbaiki kinerja keuangan dari tahun ke tahun.  

	
	Muara Tebo, 31 Desember 2023
KEPALA DINAS 

PERKEBUNAN PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TEBO
ERRAFIQ ERFIANLI, SP 

NIP.19700705 200003 1 005 


Sebagai akhir kata, kami beserta segenap staf pada Dinas Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tebo mengharapkan agar Laporan Keuangan  Tahun 2023 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para stakeholders dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja, serta dapat dijadikan salah satu acuan oleh instansi pemerintah lainnya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja. 
Laporan Keuangan Disbunnakkan Kab.Tebo TA. 2023
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